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Apakah 
UU ITE?

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU 8/2008  UU 19/2016)

 UU yang disusun untuk mengatur informasi serta
transaksi elektronik atau teknologi informasi secara
umum

 UU yang disusun berlatar belakang perlunya langkah
signifikan di bidang penegakan hukum dalam upaya
mengantisipasi kejahatan dunia maya

 UU yang bersifat ekstraterritorial, tidak hanya mengatur
perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga
berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah
hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki
akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
dan merugikan kepentingan Indonesia.



Presiden Tentang UU ITE

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa 
keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk
bersama-sama [pemerintah] merevisi UU ini" 

“Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa
berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan
secara sepihak”

Presiden Joko Widodo
Disampaikan pada Rapim Pimpinan TNI - Polri
Istana Negara, 15 Februari 2021



Kelebihan dan Kekurangan UU ITE

Kelebihan UU ITE
Dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan
internet/media sosial yang merugikan baik perorangan,
organisasi maupun Lembaga
Payung hukum untuk menjerat tindak kejahatan melalui
transaksi elektronik

Kekurangan UU ITE
Membatasi hak kebebasan berekspresi, masalah yuridiksi
hukum yang belum sempurna dan masih sarat dengan
muatan standar yang tidak jelas (pasal karet)



Pasal Karet pada UU ITE

Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. 
Pasal ini bisa bermasalah  sensor informasi

Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini dapat digunakan untuk menghukum 
korban kekerasan berbasis gender online. 

Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi/fitnah. Pasal ini bisa digunakan 
untuk menuntut pidana netizen yang melayangkan kritik lewat

medsos

Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat digunakan
melakukan represi pada warga (termasuk soal agama) terkait kritik pada 

pihak tertentu maupun pemerintah. 



Pasal Karet pada UU ITE

Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini dapat dipakai untuk 
memidana orang yang ingin lapor ke polisi

Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat 
hukuman pidana defamasi.

Pasal 40 ayat 2a tentang muatan yang dilarang. Pasal ini dapat digunakan sebagai 
alasan internet shutdown/take down  penyebarluasan yang dianggap hoax.

Pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses. Pasal ini digunakan sebagai penegasan 
peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.

Pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini 
bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.



Perangkap Pasal Karet

Kasus Kebebasan Berekspresi On Line 2008 -2018
Menurut Data SAFEnet 
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Southeast Asian Freedom of Expression Network 2019



Perangkap Pasal Karet

Jumlah Kasus Kebebasan Berekspresi On Line
Berdasarkan Terlapor
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Jumlah Kasus Kebebasan Berekspresi On Line
Berdasarkan Pelapor
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Perangkap Pasal Karet

Jumlah Kasus Kebebasan Berekspresi On Line
Berdasarkan Pasal UU ITE

Kasus Pidana karena UU ITE Tahun 2011 – 2018
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Kasus Pasal Karet UU ITE

Dijerat pasal 310 dan 311
KUHP tentang
pencemaran nama baik
dan pasal 27 ayat 3 UU
ITE

Dijerat pasal 27 ayat 3 UU
ITE (defamasi)

HILDA PUSPITAPRITA MULYASARI

15 Agustus 2008 dilaporkan oleh RS Omni
Internasional Tangerang.

17 September 2012 Pengajuan Kembali ke
Mahkamah Agung dikabulkan dan Prita
dibebaskan dari hukuman 6 bulan penjara
dengan masa percobaan satu tahun.

HILDA

10 Mei 2013, dilaporkan mantan suami, Drs Yana
Karyana karena mengunggah status telah menikah
dengan Tommy Virginanda (kekasih Hilda) pada
unggahan facebook.

PN Yogyakarta memutus Hilda bersalah dan
menjatuhi hukuman 3 bulan dan 7 hari penjara.
Tommy diputus pidana penjara 2 bulan dan denda
Rp 1 juta subsider 1 bulan kurungan



Kasus Pasal Karet UU ITE

BAIQ NURIL MAKNUN SAIDAH SALEH SYAMLAN

Dijerat Pasal 27 Ayat 1 juncto
Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tentang
pornografi

Saidah

17 Maret 2015 dilaporkan oleh H. Muslim, Kepala
Sekolah SMAN 7 Mataram. Nuril merekam
pembicaraan dg M yang telah melakukan perbuatan
asusila dengan perempuan lain. Rekaman tersebut
beredar luas.

29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo memberi
amnesti pada Nuril. Maka, Nuril yang sebelumnya
divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE
pada tingkat kasasi, bebas dari jerat hukum.

Dijerat Pasal 27 ayat 3 UU ITE
(defamasi)

12 September 2017 dilaporkan oleh Muhammad
Bayu Kusharyanto (Kuasa Hukum PT Pisma Putra
Textile). Saidah disangkakan telah mengirim pesan
WA ke manajemen bank BUMN dan mencemarkan
nama baik PT Pisma Putra Textile.

Saidah akhirnya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara
dan denda Rp5 juta subsider 1 bulan. Vonis dianulir
oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Saidah bebas.



DPR Revisi UU ITE

Tidak Masuk Dalam PROLEGNAS 2021
Dalam sidang paripurna terakhir tidak ada
pembicaraan mengenai revisi UU ITE

Dalam Rapat Komisi 3 (Hukum dan HAM) 
Secara resmi tidak ada pembahasan dalam rapat
rapat di Komisi 3 terkait wacana pemerintah
merevisi UU ITE



Kesimpulan 

Perlu dilakukan revisi secara terbatas UU No. 19 Tahun 2016 

Penerapan UU ITE harus sama/equal terhadap siapapun dan membuka
peluang untuk pendekatan restorative justice  

Perlu Pemahaman dan sosialisasi secara terus menerus kepada
publik/masyarakat bagaimana menggunakan media sosial secara

santun/benar



Terima Kasih


